
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 1 dari 7 halaman 
 Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Mtk 

 

PENETAPAN 

Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA.Mtk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu dalam persidangan Maje lis Hakim 

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut 

dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:  

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu 

rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka 

Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

melawan  

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan 

buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,  

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 
 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 08 

Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah 

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 

0151/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 08 Agustus 2016 telah mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 14 Nopember 2014, 

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 

269/09/XI/2014, tanggal 14 Nopember 2014; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat 

berstatus perjaka; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul 

bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka 

Baratselama lebih kurang 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di rumah milik keluarga Penggugat di 

Kabupaten Bangka Baratsampai Penggugat dan Tergugat berpisah; 

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak 

kandung yang bernama Tahsin Agha Afkar, laki-laki, umur 2 tahun 

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; 

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun dan harmonis, namun lima bulan setelah menikah, 

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, 

yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada 

Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan tidak mempunyai 

penghasilan tetap; 

b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat pada saat izin 

keluar rumah; 

c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yakni Penggugat 

ketahui dari pemberitahuan paman Penggugat bahwa Tergugat 

tertangkap razia oleh SatPolPP yang sedang berduaan dengan 

perempuan lain, dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut; 

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada tanggal 02 Juni 2016 yang disebabkan Tergugat 

berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tertangkap razia 

oleh SatPolPP yang sedang berduaan dengan perempuan lain, 

sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan 

akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang 

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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7. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi 

nafkah bathin kepada Penggugat, namun Tergugat masih memberikan 

Penggugat uang akan tetapi tidak menentu, dan rata-rata uang yang 

diberikan berkisar Rp.100.000,-; 

8. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak berupa uang 

dan keperluan anak seperti susu; 

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 

tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali 

membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah; 

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai dari 

pihak keluarga; 

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan 

sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan 

akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah 

tangga dengan Tergugat; 

12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah 

melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja; 

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka 

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok 

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan 

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan 

Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan 

Penggugat dengan Tergugat dan atas upaya damai Majelis Hakim 

tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 08 September 2016 di 

persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang 

telah diajukannya pada tanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di 

register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 

0151/Pdt.G/2016/PA.Mtk, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat,  

telah berdamai dan rukun kembali sebagimana layaknya suami isteri; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam  penetapan ini, Majelis 

Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan  ini; 
 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara; 

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan menurut syari’at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 

40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf  a) Undang-Undang Nomor 

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formil 

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, 

berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama  

jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil 

untuk menghadiri persidangan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, 

Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi ke 

persidangan;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas upaya Majelis Hakim tersebut 

Penggugat pada persidangan tanggal 08 September 2016, di hadapan 

Mejelis Hakim telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara 

lisan, karena Penggugat  dan Tergugat telah hidup rukun kembali;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv 

bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika 

perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat 

telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus 

mendapat persetujuan dari Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena agenda sidang perkara a quo 

belum masuk pada tahap jawaban Tergugat, maka permohonan 

pencabutan gugatan ini tidak perlu mendapatkan persetujuan Tergugat;  

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 

disebutkan : 

 المدعى لبة الابمطا ولايحكم

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara  kecuali berdasarkan 

kepada tuntutan Penggugat/Pemohon; 

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah 

mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut 

perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka 

pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-

Disclaimer
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pasal dan dalil syar’i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut 

dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut 

telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;  

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) 

dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  

0151/Pdt.G/2016/PA.Mtk dari Pemohon; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 

241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu  rupiah); 

 

Demikian  penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis 

Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., 

M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, 

S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan 

dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang 

dihadiri oleh Penggugat  dan Tergugat; 

Hakim Anggota, 

 

Ketua Majelis, 

 

Disclaimer
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Komariah, S.H.I. 

 

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Saifuddin Rusydi, S.H. 

 

Perincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Biaya Proses  : Rp.  50.000,- 

3. Biaya Panggilan  : Rp.  150.000,- 

4. Biaya Redaksi  : Rp.  5.000,- 

5. Biaya Meterai  : Rp. 6.000,- + 

 Jumlah : Rp.  241.000,- 
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